PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan dan
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus
Disease 2019 di Kota Mojokerto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur,Jawa Tengah,Jawa Barat sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
351);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3237),

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang  Nomor 24  Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi  Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 34);

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor
7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020
tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/
328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja
Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan
Usaha pada Situasi Pandemi;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020
tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman
Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor: 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020
tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman
Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi
Corona Virus Disease 2019 di Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota
Mojokerto Tahun 2020 Nomor 105/D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 55 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47
Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Tatanan Normal Baru
pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota
Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor
111/D);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA MOJOKERTO.



Pasal I

Ketentuan Pasal 48 ayat (3) huruf b dan ayat (5) Peraturan Walikota

Mojokerto Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman

Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease

2019 di Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020

Nomor 105/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Walikota Mojokerto Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2020 tentang

Pedoman Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi

Corona Virus Disease 2019 di Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota

Mojokerto Tahun 2020 Nomor 111/D) diubah sehingga Pasal 48

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Setiap orang, penanggung jawab kegiatan atau pelaku usaha
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam
Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Tindakan paksa pemerintah, berupa:

1) Pembatasan kegiatan usaha,;

2) Penutupan/penghentian sementara sebagian atau
seluruh kegiatan usaha; dan/atau

3) Pembubaran kegiatan.

b. Penyitaan kartu tanda penduduk;

c. Pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya;

d. Denda administratif; dan/atau

e. Kerja sosial.

(3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan
masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum
selama penerapan tatanan normal baru dikenakan sanksi dalam
bentuk:

a. Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum;
atau

b. Denda administratif paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus
ribu rupiah).

(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
dan dapat didampingi oleh Kepolisian Republik Indonesia.

(5) Pelanggaran disiplin terhadap kegiatan di instansi Pemerintah
Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
diberikan sanksi sebagai berikut:

a. Bagi Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin sesuai
dengan peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan

b. Bagi tenaga Non Pegawai Negeri Sipil diberikan sanksi berupa
pemutusan hubungan kerja.
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(6) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3) dilakukan berulang dan/atau melakukan tindakan
yang dapat membahayakan dirinya dan orang lai, kepolisian
republik indonesia dapat menerapkan kewenangannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Mojokerto.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal- 6 “Agustus 2021
SEKRETARIS DAF - 1 KOTA MOJOKERTO

Pembma Utama Muda
NIP 19680206 199301 1 002
BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 251@



